
Menimbang

Meagingat : 1.

BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEI(ASAN

NOMOR I TAHUN ,s|,
TENTANG

PENJABARAN TUGAS SEKRETARIS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2OO7 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO7

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran T\rgas
Sekretaris Desa '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal ;

2.

3.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OO0 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor t94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor a$21;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2O03 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2631;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5871;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OOZ tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a$;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2OOT tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2OOT tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OOT tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan sekretaris
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5

Tahun 2OOG tentang Susunan Organisasi Perangkat
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Desa;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten
Tahun 2006 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa;

Pamekasan Nomor 7

Pengangkatan dan



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
SEKRETARIS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan untsan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS

adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji
menurut peraturan perundang-undangan.



6. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam bidang tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PENJABARAN TUGAS

Sekretaris Desa
Pasal 2

(1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

Penjabaran tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan administrasi keuangan dan administrasi
perkantoran;

b. melaksanakan administrasi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

c. men)rusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
APBDesa;

d. men5rusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Barang Desa;

e. menJrusun Rancangan Peraturan Desa, Peraturan
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Desa.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pamekasan
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BUPATI

ACHMAD SYAtr'I'I

Diundangkan di Pamekasan
pada lt ,ml, t0l,

PIt. S ARIS DAERAH,

xtf3mpr

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2Or3 NOMOR g


